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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal dasar pembangunan
nasional, oleh karena itu maka kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan
diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Berbicara mengenai
sumber daya manusia sebenarnya dapat dilihat 2 aspek yaitu aspek kualitas dan
aspek kuantitas. Aspek kuantitas mencakup jumlah SDM yang tersedia/penduduk,
sedangkan aspek kualitas mencakup kemampuan SDM baik fisik maupun non
fisik/kecerdasan dan mental dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga dalam
proses pembangunan sumber daya manusia sangat diperlukan, sebab kuantitas
SDM vyang besar tanpa didukung kualitas yang baik akan menjadi beban
pembangunan suatu bangsa. Dalam mewujudkan misi dan visi Dinas Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi maka organisasi dapat memanfaatkan sumber daya
manusia yang dimilikinya seoptimal mungkin, supaya dapat memberikan ‘added
value’ bagi organisasi tersebut. Oleh karena itu untuk mewujudkannya, diperlukan
SDM vyang terampil dan handal di bidangnya. Salah satu cara untuk
mengembangkan sumber daya manusia dalam Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi yaitu dengan jalan meningkatkan kompetensi individu karyawan
pada perusahaan tersebut. Kata kunci dalam mengembangkan kompetensi
karyawan adalah rekayasa perilaku tenaga kerja. Rekayasa perilaku mengandung
makna. Terirat bahwa perilaku dapat diubah dan diperbaiki. Untuk mencapai
pengmbangan perilaku harus dilakukan secara sadar, yaitu melalui proses
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi system. Dari uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah usaha
meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral pegawai yang
sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan dalam suatu perusahaan.
Walaupun telah diketahui banyak kritikan terhadap berbagau macam system
penggajian dan perubahannya dari waktu ke waktu. Tetapi pada saat yang sama
sejumlah besar organisasi dan perusahaan baik dari sector public maupun swasta.
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Berupaya untuk menemukan cara-cara baru guna mengaitkan secara lebih
langsung antara kinerja organisasional, kontribusi individual dan penggajian.
Sehingga muncullah istilah-istilah seperti gaji baru, gaji strategis, penggajian
berdasar konstribusi dan strategi penghargaan alternative yang tampil begitu
dominan di berbagai buku dan artikel yang menyarankan alternatif-alternatif
desain dan administrasi penggajian pegawai (Kanter 1989, dkk). Sementara itu
gaji dan upah merupakan balas jasa yang di berikan perusahaan kepada karyawan
besarnya harus sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada. System dan
prosedur penggajian dan pengupahan setiap perusahaan memiliki kelebihan dan
kekurangan dengan melihat dari praktek serta peristiwa-peristiwa yang sering
terjadi, sehingga kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan baik pada organisasi
yang terkait, tugas dan fungsinya bahkan terhadap system dan prosedur itu sendiri
bila dianggap perlu.

Aktivitas dinas dalam system penggajian berjalan dengan baik, maka sudah
selayaknya dinas melakukan penerapan system penggajian yang benar dan
keterpaduan dari berbagai fungsi yang terkait, sehingga diharapkan dapat
mengatasi adanya resiko kecurangan dan penyelewengan terhadap system
penggajian. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka penyusunan memilih
judul “PROSEDUR AKUNTANSI SETORAN PPH 21 ATAS GAJl
PEGAWAI TETAP PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN JEMBER”.

Masalah ini dianggap sangat menarik bagi penyusun untuk mengetahui bagaimana
system yang sesuai dengan prosedur dari system tersebut, sehingga dapat

diketahui masing-masing dari system dan urutan kegiatan kerjanya.
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1.2  Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
a. Sebagai syarat kelulusan untuk mengambil gelar Ahli Madya (Amd).
b. Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pembayaran gaji
pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
c. Dengan PKN mahasiswa akan mendapat pengetahuan terutama mengenai
struktur organisasi dan sistem di perusahaan.
d. Memantapkan pengetahuan dan keterampilan dan menjadikan momen
PKN sebagai bekal untuk mempersiapkan diri guna tujuan ke masyarakat.
e. Membantu dan mengetahui guna meningkatkan produktifitas kinerja

perusahaan.

1.2.2 Manfaat
1.Bagi Mahasiswa

a. Dapat mengukur kemampuan pribadi atau pengetahuan yang dimiliki.

b. Mampu menerapkan dan membandingkan teori dengan praktek serta
mengetahui seberapa jauh teori-teori yang diperoleh selama mengikuti
perkuliahan serta mampu dalam memecahkan suatu permasalahan.

c. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi
yang berbeda antara teori dan praktek.

2. Bagi Universitas Jember

a. Merupakan saran guna menjembatani antara perusahaan atau instansi dan
lembaga pendidikan universitas jember untuk kerja sama lebih lanjut baik
yang bersifat akademis maupun non akademis.

b. Instansi dapat dijadikan sarana calon tenaga kerja Indonesia, sehingga
nantinya mampu dijadikan sebuah barometer perkembangan mutu calon
tenaga kerja Indonesia.

c. Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan instansi dalam

meningkatkan kreatifitas pribadi.
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3. Bagi Instansi yang bersangkutan
a. Merupakan saran guna menjembatani antara perusahaan atau instansi dan
lembaga pendidikan universitas jember untuk kerja sama lebih lanjut baik
yang bersifat akademis maupun non akademis.
b. Instansi dapat dijadikan sarana pendidik calon tenaga kerja Indonesia,
sehingga nantinya mampu dijadikan sebuah barometer perkembangan
mutu calon tenaga kerja Indonesia.

c. Membantu dalam membentuk jiwa yang unggul.

1.3  Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata
Obyek pelaksanaan praktek kerja nyata ini dilaksanakan di Dinas Dinas

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang terletak di JI. Sudarman no 1 jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu + 144 jam
efektif yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus — September , terhitung mulai
dari 08 Agustus - 08 september 2016. Pada hari Senin-Jum’at memulai kegiatan

magang dari jam 07.00 - 15.00.

1.4 Bidang llmu Praktek Kerja Nyata
Bidang ilmu yang menjadi landasan Praktek Kerja Nyata ini adalah:
1. Sistem Akuntansi ,

2. Akuntansi Keuangan,
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1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata
Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (magang) akan
menyesuaikan dengan jadwal lembaga atau instansi.

Table 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Minggu Ke
I i u v
1. | Mengajukan Surat Permohonan Praktek Kerja | X

No | Kegiatan

Nyata kepada instansi terkait.

2. | Membuat Proposal Praktek Kerja Nyata X

3. | Melaksanakan Praktek Kerja Nyata sekaligus | X
berkenalan dengan Pimpinan dan karyawan

Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

4. | Membantu pekerjaan, khususnya yang berkaitan | X | X | X [|X
dengan Pelakasanaaan Prosedur Akuntansi

Penerimaan Pajak Hotel

5. | Menyusun laporan akhir Praktek Kerja Nyata X

6. | Bimbingan secara periodik dengan dosen X

Pembimbing
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Akuntansi
2.1.1 Pengertian Akuntansi
Sebagai mana disiplin ilmu lainya, seperti ilmu kedokteran,ilmu

manajemen,hukum dan teknologi ,maka Akuntansi berkembang dengan seiring
tuntutan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.akuntansi menjadi pusat dari
entitas bisnis, secara sederhana entitas mmerupakan unit atau organisasi untuk
melakukan pencatatan.Entitas sering ada dalam suatu entitas yang lebih besar,
suatu entitas merupakan suatu bagian,suatu proyek atau suatu perusahaan.

Pengertian Akuntansi telah mengalami perubahan dari pengertian dekade
yang lalu *“ Akuntan “ disebut “ Pemegang Buku” karena fungsi mereka mencatat
setiap transaksi keuangan yang terjadi ke dalam buku yang disebut jurnal buku
besar.daftar seluruh transaksi keuangan ini merupakan dasar untuk menghitung
apakah perusahaan mendapatkan keuntungan,

Adapun beberapa pengertian akuntansi sebagai berikut :

1. Menurut Comitte on termonology of the American institute of cartifird
public Accountants, Akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan dan
menikhtisarkan transaksi serta peristiwa yang bersifat keuangan dengan
suatu cara yang bermakna dan dalam satuan ang,serta menginterpretasikan
hasil-hasilnya ( Bastian , 2013 : 16 ).

2. Menurut American Accounting Assosiation ( Halim, 2011: 260 )
merupakan proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi
ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan
keputusan yang jelas dan tegas dabi mereka yang menggunakan informasi
tersebut.

3. Akuntansi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi kuantitatif
mengenai entitas ekonomi, khususnya dalam perilaku keuangan yang
dimaksdkan berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi Raharjo,
(2011:383).
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Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi
merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan data
keuangan guna untuk suatu informasi keuangan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan.

2.1.2 Konsep dan Prinsip Akuntansi

Setiap perusahaan melakukan pencatatan dan melaporkan data keuangan
yang diinginkan, maka akan banyak karakteristik sehingga perbandingan antara
perusahaan akan sulit atau bahkan tidak mungkin. Oleh karena itu, akuntansi
dibangun dalam suatu konsep dan prinsip yang berlaku umum, sehingga informasi
akuntansi dapat dilaksanakan dan dipahami secara benar oleh setiap pemakai
informasi.

Di Indonesia lembaga yang berwewenang merumuskan konsep dan prinsip
akuntansi adalah lkatan Akuntan Indonesia (lAl), yaitu dengan merumuskan
Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK). Dan berikut beberapa konsep
dan prinsip akuntansi antara lain:

a. Prinsip Biaya Historis (Historical Cost Principle)
Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat
aktiva, utang, modal dan biaya. Dimana konsep ini menekankan bahwa
barang dan jasa yang diperoleh harus dicatat sesuai nilai pengorbanan
yang dikeluarkan saat memperolehnya.

b. Prinsip Pengakuan Pendapatan (Revenue Recognition Principle)
Prinsip ini merupakan mencakup istilah yang luas, dimana didalam
pendapatan termasuk juga pendapatan bunga, sewa, laba, penjualan aktiva
dan lain-lain. Biasanya pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan
barang dan jasa.

c. Prinsip Mempertemukan (Matching Principle)
Prinsip ini menjelaskan tentang mempertemukannya biaya dengan
pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Ini berguna untuk
menentukan besar penghasilan bersih setiap periodenya.
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. Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)
Prinsip ini merupakan suatu proses akuntansi yang diterapkan harus secara
konsisten dalam tiap periodenya agar laporan keuangan tiap periodenya
dapat dibandingkan.
Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Dislousure Principle)
Prinsip ini adalah penyajian informasi yang lengkap dalam laporan
keuangan. Dimana informasi yang disajikan merupakan ringkasan dari
transaksi-transaksi dalam suatu periode dan juga saldo-saldo dari rekening
tertentu.
Prinsip Keandalan (Objective Principle)
Prinsip ini menekankan pada data akuntansi yang dapat diandalkan. Data
yang dianndalkan adalah data yang memungkinkan untuk diverifikasi.
Konsep Kesatuan Usaha (Business Entity Concept)
Konsep ini menganggap bahwa perusahaan dipandang sebagai suatu unit
usah yang berdiri sendiri dan terpisah dari harta pemiliknya.dengan
demikian transaksi pribadi pemilik tidak boleh dicatat oleh perusahaan.
Konsep Kelangsungan Usaha (Going Concern Concept)
Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan itu didirikan untuk
jangka panjang. Namun pada usaha yang dilakukan musiman tidak
memebuhi kelangsungan konsep ini.
Konsep Unit Moneter (Monetery Unit Concept)
Konsep ini menganggap bahwa transaksi yang dilakukan harus dapat

diukur dengan uang satuan moneter atau nilai uang yang tidak berubah.

2.1.3 Fungsi Akuntansi Sebagai Suatu Proses

Untuk mendapatkan data kuantitatif yang benar, setiap transaksi perlu

digolong-golongkan, diringkas dan kemudian disajikan dalam bentuk laporan

mulai dari kegiatan pencatatan sampai dengan penyajian disebut dengan proses
akuntansi (Baridwan, 2004:47).

Dan lebih jelasnya proses akuntansi terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
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1. Pencatatan dan Penggolongan
Transaksi keuangan yang terjadi dicatat dalam buku jurnal sedangkan
untuk transaksi yang sama dan terjadi berulang-ulang dicatat dalam buku

2. Peringkasan

Transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal, setiap
periodenya diringkas dan dibukukan ke dalam rekening-rekening buku
besar.

3. Penyajian

Data akuntansi yang telah dicatat dalam rekening-rekening buku besar
kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yaitu neraca,
laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Untuk
memudahkan pekerjaan menyusun laporan keuangan biasanya dibuat
neraca lajur.

Informasi keuangan akan bermanfaat apabila dipenuhi karakteristik
kualitatif laporan keuangan. Dalam PSAK terdapat empat karakteristik kualitatif
pokok, yaitu :

1. Dapat Dipahami

Kualitas informasi penting yang ditampung dalam laporan keuangan
adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk
maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai
tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan
mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar.

2. Relevan (Relevance)

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan
pemakai dalam prroses pengambilan keputusan. Informasi memiliki
kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai
dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini
atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di

masa lalu.
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3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi

memiliki kualitas andal jika terbebas dari pengertian yang menyesatkan,

kesalahan material,dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian

yang tulus dan jujur (faithfull represensation) dari yang seluruhnya

disajikan atau yang wajar diharapkan dapat disajikan.

Adapun yang mempengaruhi keandalan adalah sebagai berikut :

a.

Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan
jujur peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara
wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi
serta peristwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa
tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan
realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak
bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.
Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat
melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva
atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau
keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan
keuangan.

Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan
atas kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar
laporan keuangan.
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4. Dapat Diperbandingkan
Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan
antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan
kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan
keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja

serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.1.4 Pihak-Pihak yang Berkepentingan pada Informasi Akuntansi
Ada beberapa pengguna baik intern maupun ekstern yang berkepentingan
dengan data akuntansi maupun sajian laporan keuangan perusahaan. Yang
termasuk pengguna data akuntansi sebagai berikut :
1. Manajer atau Pimpinan Perusahaan
Pengguna utama dari data akuntansi adalah manajer perusahaan itu
sendiri. Manajer dituntut untuk mengambil keputusan tanpa tahu
masalah yang mungkin akan muncul. Untuk mengurangi tingkat
ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, informasi
akuntansi sangat berguna. Dengan melihat catatan keuangan perusahaan
tahun yang lampau dan saat ini, manajer akan mendapatkan gambaran
kecenderungan yang akan terjadi dan instruksi kemungkinan di masa
depan.
2. Pemegang Saham atau Pemilik Perusahaan
Pemakai utama kedua data akuntansi adalah pemegang saham atau
pemilik perusahaan. Pemilik yang menanamkan uangnnya ke dalam
perusahaan berkepentingan langsung atas maju mundurnya perusahaan,
mereka biasanya mendapatkan laporan tahunan perusahaan yang
didalamnya mencakup neraca, perhitungan laba rugi dan laporan
keuangan lainnya.
3. Pemerintah
Pemerintah juga merupakan pengguna data akuntasi perusahaan,
khususnya kantor inspeksi pajak. Kantor pajak perlu mengetahui laba

yang diperoleh perusahaan setiap tahun untuk perhitungan pajak.
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4. Kreditur
Kreditur baik bank maupun lembaga lainnya yang juga berkepentingan
dengan data akuntansi perusahaan untuk mengetahui kemampuan
perusahaan mengembalikan kredit yang akan atau telah diambil.
Biasanya kreditur mengharapkan laporan keuangan secara periodik
untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan.

5. Karyawan
Karyawan perusahaan (di luar negeri, biasanya tergabung dalam
organisasi perburuhan atau serikat pekerja) biasanya juga ingin
mengetahui laporan keuangan perusahaan. Bagi organisasi buruh atau
serikat pekerja ini diperlukan guna tawar menawar dalam kesepakatan
atau kontrak kerja berikutnya.

Pemakai laporan keuangan biasanya ingin membandingkan prestasi antar

perusahaan dalam usaha sejenis dan juga membandingkan kinerja perusahaan

yang sama untuk periode laporan yang berbeda.

2.1.5 Proses Akuntansi
Proses akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut :

Bukti-Bukti
Pembukuan

> Buku Buku Laporan
Jurnal Besar Keuangan
Buku
Pembantu

Gambar 2.1 Proses Akuntansi
Sumber : Baridwan (2004:48)

Keterangan gambar :
1. Bukti-bukti transaksi yang merupakan catatan pertama dari setiap transaksi
dan digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku jurnal.
2. Buku-buku jurnal sering disebut dengan buku catatan pertama, merupakan

buku yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi urut tanggal
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terjadinya (kronologis), sumber pencatatan berasal dari bukti-bukti
pembukuan. Apabila suatu transaksi yang sama sering terjadi, biasanya
dibuatkan buku jurnal spesial yang khusus digunakan untuk mencatat
suatu transaksi tertentu seperti, jurnal pembelian, penjualan, dan lain
sebagainya.

3. Rekening-rekening dan buku besar, catatan yang ada dalam buku jurnal
akan dipindahkan dalam rekening-rekening dan buku besar, catatan yang
ada dalam buku jurnal akan dipindahkan dalam rekening-rekening yang
sesuai. Rekening-rekening ini disusun menurut suatu susunan yang akan
memudahkan penyusutan laporan keuangan, kumpulan rekening-rekening

itu disebut buku besar.

2.1.6 Unsur-Unsur Pokok Akuntansi

Unsur-unsur pokok yang ada dalam akuntansi adalah :

1. Harta (Asset)
Harta adalah kekayan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh
perusahaan yang meliputi : uang, barang dan hak-hak yang diharapkan.

2. Hutang (Liabilities)
Hutang merupakan semua kewajiban perusahaan kepada pihak lain,
dimana hutang ini oleh perusahaan digunakan sebagai sumber modal
yang berasal dari kreditur.

3. Modal (Capital)
Modal merupakan sumber pembelanjaan perusahaan yang berasal dari
pemilik, yaitu selisih antara harta dan hutang yang ada.

4. Penghasilan (Revenue)
Penghasilan merupakan peningkatan jual aktiva maupun penurunan
kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penjualan dan penyerahan

barang dan jasa atau dari kegiatan usaha lainnya didalam suatu periode.
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Beban (Expenses)

Beban adalah aktiva yang digunakan untuk memperoleh penghasilan
atau dengan kata lain, merupakan harta yang habis dipakai untuk
memperoleh penghasilan.

Laba (Profit)

Laba adalah selisih lebih antara penghasilan dan biaya dalam suatu

periode perusahaan.

2.2 Prosedur Akuntansi

Menurut Mulyadi (2010), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan (klerikal),

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang

terjadi berulang-ulang. Kegiatan klerikal dan kegiatan berikut ini yang dilakukan

untuk mencatat informasi dalam formulir, buku besar dan jurnal yang mencakup
hal-hal berikut :

1.

G N o g B~ w D

Menulis
Menghitung
Menggandakan
Memberi kode
Mendaftar

Memilih (mensortir)
Memindahkan

Membandingkan

2.2.1 Pengertian Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi adalah urut-urutan pekerjaan yang mengubah data

akuntansi (input) menjadi informasi (output). Urut-urutan pekerjaan dalam

prosedur akuntansi meliputi kegiatan sebagai berikut :

1.

Pengidentifikasian dan pengukuran data relevan untuk pengambilan
keputusan. Data relevan untuk keputusan terdiri dari transaksi-transaksi

dan kejadian dalam perusahaan. Data yang diindentifikasi kemudian
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diukur dan diklasifikasikan sebagai transaksi akuntansi (Accounting
Transaction).
. Pemrosesan data dan pelaporan informasi yang dihasilkan. Kegiatan ini
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Pencatatan (Recording)
Bukti-bukti pembukuan dicatat dalam buku jurnal. Untuk transaksi-
transaksi yang sama yang sering dicatat dalam buku jurnal khusus.
Macam-macam sistem pencatatan yang dapat digunakan adalah
sebagai berikut :
1. Single Entry
Pecatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu
kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat
pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya
kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.
2. Double Entry
Sistem pencatatan ini sering disebut akuntansi. Memiliki dua sisi
debit yaitu di sebelah kiri dan sisi kredit disebelah kanan.
Transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, dimana setiap
pencatatannya harus menjaga keseimbangan persamaan dasar
akuntansi.
3. Triple Entry
Pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan
double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran
yang akan berefek pada sisa anggaran.
b. Penggolongan (Classifiying)
Transaksi yang sudah dicatat secara kronologis kemudian
digolongkan dalam buku jurnal yang sesuai agar penyajiannya dapat

diringkaskan dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar.
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c. Pengikhtisaran (Summarizing)
Menyajikan informasi yang telah digolong-golongkan ke dalam
bentuk laporan akuntansi seperti yang diinginkan pemakai informasi
akuntansi.

3. Pengkomunikasian informasi ke pemakai informasi akuntansi disajikan
dalam bentuk laporan akuntansi (Accounting Report). Jenis laporan yang
dihasilkan tergantung kepada pihak-pihak yang akan menggunakan
laporan tersebut, seperti :

a. Laporan keuangan (Financial Statement).

b. Laporan untuk pajak dalam bentuk SPT pajak.

c. Laporan-laporan kepada badan pemerintah.

d. Laporan-laporan khusus untuk manajemen perusahaan pihak internal

perusahaan.

2.2.2 Laporan Keuangan
Laporan keuangan laporan pertanggungjawaban manajemen atau pimpinan
perusahaan yang dipercayakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholder) terhadap perusahaan, yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham),
pemerintah (instansi pajak), kreditur (Bank atau lembaga keuangan, maupun pihak
yang berkepentingan lainnya) (Raharjo, 2007:53)..
Laporan keuangan terdiri dari :
1. Laporan Laba Rugi
Merupakan laporan hasil usaha yang membandingkan (Macthing
Concept) antara pendapatan dan beban. Pembandingan ini akan
menghasilkan kelebihan dari salah satu sisi. Jika laporan laba rugi
terdapat kelebihan pendapatan dibandingkan beban, maka kelebihan ini
disebut dengan laba bersih (Net Income/Net Profit). Sebaliknya, jika
laporan laba rugi terdapat kelebihan beban dibandingakn pendapatan,
maka kelebihan ini disebut rugi bersih (Net Loss). Perbandingan antara
pendapatan dan beban ini dilakukan dalam satu periode akuntansi.
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Peningkatan laba ini akan mempunyai pengaruh, yaitu meningkatkan
ekuitas pemilik modal dalam periode tersebut.

Laporan Ekuitas Pemilik

Merupakan laporan yang memberikan informasi perubahan ekuitas
pemilik dalam jangka waktu tertentu. Dalam laporan ini harus
menjelaskan tiga aspek, yaitu : 1) investasi pemilik, 2) penambahan
sebagai akibat dari adanya tambahan investasi pemilik dan terjadinya
laba usaha, dan 3) pengurangan sebagai akibat adanya penarikan modal
(prive) atau pembagian laba (dividen). Laporan perubahan ekuitas
pemilik ini akan menghasilkan perhitungan modal pemilik yang ada
pada perusahaan pada periode tertentu. Sumber kekayaan perusahaan

yang berasal dari modal pemilik ini akan dicantumkan dalam neraca.

Neraca
Merupakan laporan yang memberikan informasi tentang posisi kekayaan
perusahaan berupa keseimbangan antara aktiva dan kewajiban serta
modal yang menjadi sumber kekayaan tersebut. Bagian aktiva dalam
neraca disusun berdasarkan urutan cepat lambatnya aktiva tersebut
dikonversikan menjadi kas.
Bagian neraca, yaitu :
a. Aktiva/ Harta
Aktiva adalah manfaat ekonomis dimasa yang akan datang yang
diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil dari
transaksi-transaksi dimasa lalu. Terdiri dari :
1. Aktiva Lancar
Adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang
diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau
dikonsumsi selama siklus usaha perusahaan yang normal atau

dalam waktu satu tahun, mana yang lebih lama.
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2. Aktiva Tidak Lancar
a) Investasi jangka panjang
b) Aktiva tetap berwujud
c) Aktiva tetap tidak berwujud

3. Aktiva Harta Lain-Lain
Merupakan aktiva yang tidak dapat dimasukkan dalam
kelompok-kelompok lain seperti misalnya titipan kepada penjual
untuk menjamin kontrak, bangunan dalam pengerjaan, piutang-
piutang jangka pendek, uang muka pada pejabat perusahaan dan
lain-lain.

b. Utang

Adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang akan datang yang

disebabkan oleh kewajiban-kewajiban di saat sekarang dan suatu

badan usaha yang akan dipenuhi dengan mentransfer aktiva

memberikan jasa kepada badan usaha lain dimasa datang sebagai

akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu. Terdiri dari

1)

2)

3)

Utang Lancar/Jangka Pendek

Merupakan utang-utang yang pelunasannya akan memerlukan
penggunaan sumber-sumber yang digolongkan dalam aktiva
lancar dengan menimbulkan suatu utang baru.

Utang Jangka Panjang

Adalah utang-utang yang pelunasaannya tidak menggunakan
sumber-sumber yang digolongkan sebagai aktiva lancar,
misalnya utang obligasi, utang wesel jangka panjang dan lain-
lain.

Pendapatan Diterima Dimuka

Merupakan penerimaan-penerimaan yang merupakan pendapatan
untuk periode yang bersangkutan. Penerimaan-penerimaan
semacam ini akan tetap dilaporkan sebagai pendapatan yang
diterima dimuka sampai saat dimana penerimaan tadi dapat

diakui sebagai pendapatan.
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4) Utang Lain-Lain

Utang-utang yang tidak dapat dilaporkan dalam utang-utang yang

tersebut di atas dilaporkan dalam utang lain-lain.

c. Modal
Adalah perbedaan antara aktiva dengan utang dan merupakan

kewajiban perusahaan kepada pemilik, terdiri dari :

dd

Modal Disetor

Merupakan jumlah uang yang disetorkan oleh pemegang saham

dan biasanya dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

a) Modal saham, yaitu nominal saham yang beredar.

b) Agio/Disagio saham, yaitu selisih antara setoran pemegang
saham dengan nominal saham.

Laba Tidak Dibagi

Adalah kumpulan dari laba tahun-tahun sebelumnya yang tidak

dibagi sebagai dividen dan elemen modal yang berasal dari

dalam perusahaan.

Modal Penilaian Kembali

Jika diadakan penilaian kembali terhadap aktiva-aktiva

perusahaan, maka selisih modal antara nilai buku lama dengan

nilai buku yang baru dicatat sebagai modal penilaian kembali.

Modal Sumbangan

Modal ini timbul jika perusahaan memperoleh aktiva yang

berasal dari sumbangan.

Modal Lain-Lain

Dalam kelompok ini dilaporkan modal perusahaan yang tidak

dapat dimasukkan dalam salah satu kelompok di atas.

4. Laporan Arus Kas

Merupakan laporan yang memberikan informasi arus perputaran kas.

Arus kas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :
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1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Adalah pelaporan ikhtisar penerimaan dan pembayaran kas yang
menyangkut operasi perusahaan. Seperti penerimaan kas yang
berasal dari pelanggan dan pembayaran kepada kreditur. Kalau
dibandingkan dengan laba bersih akan terdapat perbedaan dengan
informasi yang disajikan dalam arus kas dari aktivitas operasi ini.
Hal ini terjadi karena pendapatan dan beban tidak selalu diterima
atau dibayar tunai dengan uang kas.

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Merupakan pemberian informasi berkaitan penggunaan uang kas
untuk pembelian atau penerimaan uang dari penjualan aktiva tetap.

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Merupakan pemberian informasi berkaitan transaksi kas yang
berhubungan dengan investasi modal pemilik, peminjaman dan

pengambilan uang oleh pemilik.

2.3 Pengertian Gaji

1. Menurut Ardana (2012:153) segala sesuatu yang diterima
olehkaryawan sebagai balas jasa atas kontribusinya kepada
perusahaan atauorganisasi dapat dikatakan sebagai kompensasi.
Bila kompensasi tidakdikelola dengan baik, akan menggangu
jalannya usaha

2. menurut Veitzhal (2009:741) gaji merupakansesuatu yang
diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasamereka pada
perusahaan.

3. Gaji adalah sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas
jasa untuk kerja mereka Sunyoto (2013:29).

4. Handoko (2010:155) Gaji adalah segala sesuatu yangditerima

para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.
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Pengertian Sistem Akuntansi Penggajian

Sistem akuntansi penggajian merupakan bagian dari sistem
akuntansi yang disusun untuk transaksi dalam perhitungan gaji dan upah
karyawan. Selama ini sering kali terjadi persepsi antara gaji dan upah. Saat
ini dalam masyarakat pada umumnya pengrtian gaji dan upah dianggap
sama. Padahal terdapat perbedaan definisi diantara keduanya. Menurut
Mulyadi (2010), bahwa gaji didefinisikan secara umum sebagai
pembayaran atas penyerahan jasa yang dibayarkan kepada karyawan yang
memiliki jenjang jabatan manajer dan umumnya merupakan pembayaran
atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana ( bagian
produksi ) dan dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah
satuan produk yang telah dihasilkan oleh karyawan. Dalam pelaksanaan
sistem penggajian di tiap-tiap perusahaan tidak selalu sama, hal tersebut
tergantung dari kondisi perusahaan. Dalam sistem penggajian, ada
beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu informasi yang diperlukan
oleh manajemen, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang
diperlukan oleh manajemen, fungsi-fungsi yang terkait, jaringan prosedur
yang membentuk sistem penggajian, serta tidak kalah pentingya yaitu
sistem pengendalian intern perusahaan. Jika suatu sistem penggajian
dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka kan tercapai

suatu kedisiplinan kerja pada bagian yang terkait.

2.3.2 Dokumen-Dokumen yang Digunakan

Dokumen-dokumen yang digunakan atau dibutuhkan dalam sistem

penggajian adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji
Dokumen-dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa
suratsurat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Seperti
misalnya surat keputusan pengangkatan pegawai baru, kenaikan
pangkat, perubahan tariff upah, pemberhentian sementara,

pemindahan, dan lain sebagainya. Tembusan dokumen ini dikirimkan
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ke fungsi pembuatan daftar gaji dan upah untuk kepentingan
pembuatan daftar gaji dan upah.
Daftar Gaji

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap pegawai,
dikurangi potongan potongan berupa PPh Pasal 21, utang pegawai,
iuaran untuk organisasi karyawan, dan lain senagainya.
Rekap Daftar Gaji

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji departemen, yang dibuat
berdasarkan pesanan, rekap daftar gaji dibuat untuk membebankan
upah langsung dalam hubunganya dengan pendapata yang diperoleh
oleh besangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh
fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji
Surat Pernyataan Gaji

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuatan daftra gaji atau dalam
kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji. Dokumen ini dibuat
sebagai catatan bagi setiap pegawai mengenai rincian gaji yang
diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi
beban seiap pegawai.
Amplop Gaji

Uang gaji pegawai diserahkan kepada setiap pegawai dalam
amplop gaji dan upah. Di halaman muka ampolp gaji pegawai ini
berisi informasi mengenai nama pegawai, nomor identifikasi pegawai
dan jumlah gaji bersih yang diterima pegawai dalam bulan tertentu.
Bukti kas keluar

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat
oleh fungsi akuntasi kepada fungi keuangan. Berdasarkan informasi

dalam daftar gaji yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji
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2.3.3 Fungsi yang Terkait dengan Sistem Penggajian

Menurut Mulyadi (2010), bahwa yang terkait dalam system akuntansi

penggajian ada 5 fungsi, yaitu:

1.

Fungsi Kepegawaian
Fungsi ini bertanggung jawab untuk memutuskan penempatan
pegawai baru, membuat surat keputusan tarif gaji, kenaikan pangkat

dan golongan mutasi

Fungsi pembuatan gaji

Fungsi bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang
berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan
yang menjadi beban setiap pegawai selam jangka waktu pembayaran
gaji. Daftar gaji diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji kepada
fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai

sebagai dasar untuk pembayaran gaji kepada pegawai

Fungsi Keuangan

Fungsi ini bertanggungjawab untuk mengisi cek guna
pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank.
Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan
upah setiap karyawan, untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan
yang berhak.

Fungsi Akuntansi

Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi
akuntansi bertanggungjawab untuk mencatat kewajiban yang timbul
dalam hubungan dengan pembayaran gaji dan upah karyawan.

Fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi penggajian

dan pengupahan berada ditangan:
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a. Bagian Utang
Bagian ini memegang fungsi pencatatan uang Yyang
bertanggungjawab untuk memproses gaji seperti yang tercantum

dalam daftar gaji.

b. Bagian Jurnal
Bagian ini memegang fungsi pencatat jurnal yan bertanggung

jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum.

2.3.4 Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem
Dalam sistem penggajian dan pengupahan terdapat jaringan prosedur
yang membentuk system tersebut. Seperti yang ditulis Mulyadi (2010:05)
adalah : Sistem penggajian dan pengupahan terdiri dari jaringan prosedur
sebagai berikut:
1. Prosedur pencatatan waktu hadir
Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir pegawai.
Pencatatan waktu ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu
dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor
administrasi atau pabrik. Daftar hadir ini juga digunakan untuk
menetukan apakah pegawai bekerja di dinas dalam jam biasa atau
lembur (overtime), sehingga dapat digunakan untuk menetukan
apakah pegawai akan menerima gaji saja atau tunjangan lembur.
2. Prosedur pembuatan gaji
Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji membuat
daftar, gaji pegawai. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan
daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan
pegawai baru. Kenaikan pangkat, pemberhentian pegawali,
penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya dan daftar hadir.

3. Prosedur distibusi gaji
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Dalam prosedur distribusi biaya gaji tenaga kerja
didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati
manfaat tenaga kerja.

4. Prosedur Pembayaran Gaji
Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi
dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah
pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna
pembayaran gaji. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek
tersebut ke bank dan kemudian memasukan uang ke amplop gaji

dan upah karyawan.

2.4. Perpajakan
2.4.1. Definisi Pajak
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sedangkan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,
SH., dalam buku “Teori Perpajakan dan Kasus” mengemukakan bahwa pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan:

1. luran dari rakyat kepada negara yang berupa uang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
3. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang

dapat ditunjukkan secara langsung.
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4. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin

maupun pembangunan.
Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib

pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi
sesuai peraturan perundang-undangan.

2.4.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,

khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber.

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan.
Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi

didalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi.
Beberapa fungsi pajak antara lain:

1. Fungsi penerimaan (budgetair)

Sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-
pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah
dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.4.3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam merealisasikan penerimaan pajak yang optimal dan menggali objek

pajak yang potensial, secara garis besar ada tiga sistem pemungutan pajak yang
diterapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu:

1. Official Assesment System
Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus)

untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.
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Ciri-ciri:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus.
b. Wajib pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
2. Self Assesment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak

untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-ciri:

a.  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
wajib pajak itu sendiri.
b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung sampai melaporkan pajak
yang terutang.
c. Fiskus hanya sebagai pengawas.
3. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga,
pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Ciri-ciri:

a.  Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada
pihak ketiga

2.5. Pajak Penghasilan Pasal 21
2.5.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang
berasal dari pendapatan rakyat, dimana pemungutnya telah diatur dengan Undang-
undang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan
dalam negeri hukum seperti di Indonesia. Pajak penghasilan merupakan salah satu

pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara.
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Sebagai pajak langsung maka tanggungan/beban pajak menjadi tanggung jawab
wajib pajak yang bersangkutan dalam arti bahwa beban tersebut tidak boleh
dilimpahkan kepada orang lain dengan cara apapun. Pajak penghasilan dipungut
secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diterima atau diperoleh

wajib pajak selama tahun pajak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan
pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi
dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan
kegiatanseperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak
Penghasilan.

2.5.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha
tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

sebagaimana dimaksud dalam 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Pemotong pajak penghasilan pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri atas:

a. Orang pribadi dan badan,

b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian
atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan
dan unir tersebut.

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau
pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI,
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan Kedutaan
Besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayarkan gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
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3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerka, dan
badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua.

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta
badan yang membayar:

a. Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh
orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa
tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan
atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

b. Honorariun, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang
pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.

c. Honorarium, komisi, fee atau imbalan lain kepada peserta
pendidikan, pelatihan dan magang.

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang
bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta
lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar
honorariu, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib

pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.5.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
Subjek pajak dapat diartikan orang yang dituju oleh undang-undang untuk
dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadaap subjek pajak berkenaan

dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.
Subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang:

1. Pegawai

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan
hari tua, termasuk ahliwarisnya.

3. Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehububungan dengan

pemberian jasa, meliputi:
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Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari pengacara,
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, krufilm, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemanah, pelukis, dan
seniman lainnya.

Olahragawan

Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
Pengarang, peneliti, dan penerjemah

Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan
sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi,
dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan

Agen iklan

Pengawas atau pengelola proyek

Pembawa pesan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi
perantara

Petugas penjaja barang dagangan

Petugas dinas luar asuransi

Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan

kegiatan sejenis lainnya.

Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap

sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

Mantan pegawai

Peserta kegiatan yang meneriama atau memperoleh penghasilan

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

a.
b.

C.

Peserta perlombaan dalam segala bidang

Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara
kegiatan tertentu

Peserta pendidikan dan pelatihan

Peserta kegiatan lainnya.
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Selain subjek tersebut juga terdapat beberapa subjek yang justru

dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 21, antara lain:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsult atau pejabat lain dari negara

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja

dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:

a.

Bukan warga negara Indonesia

b. Di Indonesia tidak meneriama penghasilan lain diluar jabatan

C.

Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:

a.

Bukan warga negara Indonesia, dan

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.5.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1.

Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pension seara
teratur berupa uang pension atau penghasilan sejenisnya;

Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah
harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang
dibayar secara bulanan;

Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain honorarium, komisi, fee,
dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan;

Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama

apa pun;
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6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pension, tunjangan
hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang
pembayarannya melewaji jangka waktu 2 tahun sejak pegawai
berhenti bekerja;

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalab yang bersifat tidak
teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau
dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada
perisahaan yang sama;

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau
imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh
mantan pegawaij;

9. Penghasilan berupa penarikan dana pension olehpeserta program
pension yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

10. Penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan
nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh :

a. Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
b. Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan
khusus (deemed profit)

Adapun penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 (bukan objek PPh
Pasal 21) antara lain:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk
apa pun diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali
penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara
teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenis;

3. luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh mentri keuangan, iuran tungjangan
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hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara
tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga
kerja yang dibayar oleh pemberi Kkerja;

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau
lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah,
atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama
yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang
berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah;

5. Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh Warga Negara Indonesia

dengan persyaratan tertentu.

2.5.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

S

Hak-hak Wajib Pajak Pasal 21:

Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada
Pemotong Pajak. Jumlan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dapat
dikreditkan dari PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh
Pasal 21 yang bersifat final.

Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral
Pajak, jika PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang

ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
Kewajiban Wajib Pajak Pasal 21:

Wajib Pajak wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong
Pajak, yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga sada suatu tahun

takwim, untuk mendapatkan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena
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Pajak. Wajib Pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan

PPh Pasal 21 kepada :

a. Pemotong Pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan
dipindahtugaskan.

b. Pemotong Pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan
pindah kerja.

c. Pemotong Pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai
menerima pensiun dalam tahun berjalan.

2. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu

pemberi kerja.

2.5.7 Pengurangan yang Diperbolehkan
Menurut Thomas Sumarsan (2015) pengurangan yang diperbolehkan
adalah sebagai berikut:

1. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,
honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam
bentuk uang. Seperti biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan
bruto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No.
250/PMK.02/2008 tanggal 31 Desember 2008, dengan jumlah
maksimal Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan;

2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan
sesuai Peraturan menteri Keuangan No. 250/PMK.02/2008 tanggal 31
Desember 2008 dengan jumlah maksimal Rp 2.400.000 setahun atau Rp
200.000 sebulan; dan

3. luran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan atau

badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
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2.5.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2017 masih mengacu pada
Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-15/PJ/2016 vyaitu tariff PTKP Tahun
2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah

sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk Wajib Pajak Orang

Pribadi;

2. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan Wajib

Pajak yang kawin;

3. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk istri yang
penghasilannya digabung dengan suami; dan

4. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan

lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3

tanggungan untuk setiap keluarga.

Anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang
menjadi tanggungan sepenuhnya, sebagai contoh orang tua, mertua, anak
kandung, atau anak angkat. Anggota keluarga yang menjadi tanggungan
sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan seluruh

biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

2.5.9 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
1. Tarif PPh Pasal 21 pada pasal 17 ayat(1) huruf a Peraturan Direktur
Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, dengan ketentuan sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Rp0 s.d. Rp50.000.000 5%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 15%

Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 25%
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Di atas Rp500.000.000 30%
Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan

2. Tarif Khusus
a. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari
APBN yang diterima oleh Pejabat PNS, Anggota TNI/Polri, dan
Pensiunannya.
a)Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS
Golongan | dan Golongan I1, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat
Perwira Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
b)Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS
Golongan 11, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira
Pertama, dan pensiunannya.
c)Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS
Golongan 1V, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira
Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya.
b. Tarif khusus berikut ditetapkan atas penghasilan berupa uang
pensiunan yang diterima skaligus.
a) Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000.
b)Tarif 5% dari penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000 sampai
dengan Rp 100.000.000.
c) Tarif 15% dari penghasilan bruto diatas Rp 100.000.000 sampai
dengan Rp 500.000.000.
d)Tarif 25% untuk penghasilan bruto diatas Rp 500.000.000.
c. Tarif untuk penghasilan yang berupa uang manfaat pensiun seperti
tunjangan hari tua.
a) Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000.
b)Tarif 5% atas penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000.
d. Tarif khusus 5% atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan,
satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total
upah sebulan kurang dari Rp 10.200.000
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Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif PPh Pasal
21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Kepemilikan
NPWP dapat ditunjukkan dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

2.5.10 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Perhitungan masa satu bulanan selain masa pajak Desember atau masa

pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja:

Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap

1. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih
dahulu dicari seluruh penghaislan bruto yang diterima atau diperoleh
selama sebulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan
pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran
sejenisnya.

2. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan Premi
Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja
merupakan penghaislan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan
juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh
pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam
menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan
bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

3. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh
dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan,
iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, luaran Tunjangan Hari Tua yang
dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja
kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan atau kepada Badan Penyelanggara Progran Jamsostek.
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Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya
Rp6.000.000,00 setahun atau Rp500.000,00 sebulan.

Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan
neto sebulan dikalikan 12.

Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya
sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai
bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung
dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan
sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan
Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang
diperoleh dalam masa-masa sebelumnya sesuai dengan yang tercantum
dalm bukti pemotongan PPh pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan
sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain.

. Selanjutnya dihitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai
dasar penerapan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu besarnya
pengasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri PMK No.
101/PMK.010/2016, besarnya PTKP adalah sebagai berikut :

Keterangan Besarnya
Diri Wajib Pajak Rp 54.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 4.500.000

Tambahan untuk Isteri yang penghasilannya Rp 54.000.000

digabung dengan penghasilan Suami

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah Rp 4.500.000
semenda dalam garis lurus yang menjadi

tanggungan, maksimal 3

Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak
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Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1)
huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung
PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara,
yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan
12 bulan.

Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa
gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh pasal 21 jumlah penghasilan
tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan
mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:

a. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4

b. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26

Selanjutnya diberlakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara
seperti dalam nomer 4 sampai 6 diatas.

PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal
21 besulan dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari
dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 26.

Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar
kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan,
maka penghitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut adalah:

a. Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut

b. Hasil pembagi rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan
sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan
PPh Pasal 21.

c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan,
dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan.

d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan
dimaksud adalah selisih antara jumlah jumlah pajak yang dihitung
dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong.

e. Jika kepala pegawai disamping dibayar gaji yang didasarkan masa
gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa
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yang lebih lama dari satu bulan (rapel), maka cara perhitungan PPh

Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Tata cara perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap atas penghasilan yang

bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

[N

Tabel 2.3 : Perhitungan PPh Pasal 21
Gaji Pokok Sebulan
Penambah :
- Tunjangan Istri
- Tunjangan Anak
- Tunjangan Struktural

- Tunjangan Beras

Jumlah Penerimaan

Penghasilan Bruto Sebulan
Pengurangan :
- Biaya Jabatan

- luran Pensiun atau luran THT

Jumlah Pengurang

Penghasilan Netto Sebulan
Penghasilan Netto Setahun (Rp x 12)
PTKP Setahun :

- WP Sendiri

Rp xxx
Rp xxx
Rp xxx

Rp xxX

Rp xxx

Rp xxX

Rp xxx

Rp xxx

Rp xxX

Rp xxx

Rp xxX
Rp xxx

Rp xxx
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- WP Kawin Rp xxx
- Tambahan Tanggungan Maksimal 3 Rp xxx
PTKP

Penghasilan Kena Pajak

- PPh Pasal 21 yang terutang setahun
(PKP x Tarif Pasal 17 ayat 1)

- PPh Pasal 21 yang terutang sebulan

(PPh Pasal 21 Setahun : 12)

Rp xxx

Rp xxx

Rp xxx

Rp xxx

41
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PKN
3.1 Latar Belakang

Pada awalnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember
adalah Departemen Perburuhan yang didirikan pada tahun 1947 pada masa
kabinet Amir Syaifudin dengan SK Trimurti sebagai Pejabat Menteri Perburuhan.
Pada Kabinet Hatta, tugas pokok Kementrian Perburuhan mencakup juga urusan-
urusan sosial sehingga namanya berubah menjadi “Kementrian Perburuhan dan
Sosial dalam Gerilya” dengan menterinya RH Kusnan. Dala periode orde baru,
Departemen Perburuhan berganti nama menjadi Departemen Tenaga Kerja
dengan dasar keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 75/U/Kep/11/1966.
Pergantian nama tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan presepsi bahwa
“Buruh” adalah komunis, disamping itu pengertian “Tenaga Kerja” memiliki
dimensi yang lebih luas dari pengertian buruh.

Departemen Tenaga Kerja diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja
Tranmigrasi dan Koperasi sehingga struktur organisasinya kembali mengalami
penataan, dan struktur organisasi yang menangani permasalahan ketenagakerjaan
tidak berubah sampai tahun 2000 nama Departemen Tenaga Kerja tidak
mengalami perubahan. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah, diikuti dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom dan
Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Departemen Tenaga Kerja
Provinsi Jawa Timur, maka Departemen Tenaga Kerja kemudian mengalami
perubahan kelembagaan baik dalam nama, tugas pokok dan fungsi, struktur
organisasi, kewenangannya maupun namanya berubah menjadi Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.

Sebagai tercantum dalam Perda Nomor 40 Tahun 2000 tentang susunan
organisasi dan tatanan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Jember. Tahun 2003, Pemerintah mengeluarkan laporan Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Pemkab

Jember dengan mengeluarkan salah satu Perdaya Nomor 22 Tahun 2003 tentang

42
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susunan organisasi dan data kerja Dinas Tenga Kerja dimana mengalami
perubahan kelembagaan baik dalam nama, tugas pokok dan fungsi, struktur
organisasi maupun kewnangannya vyaitu dengan bertambahnya satu bidang
Transmigrasi yang dilaksanakan sejak Januari 2004, yang kemudian tahun 2007
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah yang tidak ditindak lanjuti olen Pemerintah
Kabupaten Jember. Dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten, yang kemudian Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi berubah kelembagaan baik dalam tugas pokok dan fungsi,
struktur organisasi dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49
Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Jember, yang dilaksanakan sejak Januari 2009 hingga

sekarang.

3.2 Dasar Hukum
Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten
Jember berdasarkan pada:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengawasan
Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial,
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI;
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun2009 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Memeproleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta

Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;

10. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun2008 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Jember;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2012 tentag Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010-
2015.

3.3 Nilai-nilai Organisasi
Nilai-nilai organisasi menjelaskan bagaimana kita seharusnya bersikap
dalam menjalankan tugas dalam rangka mencapai visi organisasi. Sehubungan
dengan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember
telah merumuskan Nilai-nilai Organisasi sebagai berikut:
1. Pelayanan Prima,
Profesionalisme,
. Transparan,

2
3
4. Disiplin,
5. Tanggung Jawab,
6

. akuntabilitas

3.4 Visi dan Misi
Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember adalah:
“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat malalui iklim perbaikan ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian yang terarah, terpadu dan dinamis”.
Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Jember mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas kinerja pegawai dalam

rangka pelaksanaan tugas teknis dan administrasi perkantoran;
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2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil dan produktif yang mampu
menciptakan, memperluas dan mengembangkan kessepatan kerja dan
berusaha;

3. Mewujudkan terciptanya hubungan industrial, perlindungan dan jaminan
sosial pekerja dalam rangka menciptakan ketenangan kerja dan berusaha;

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengendalian persebaran

penduduk melalui program Transmigrasi Reguler.

3.5 Tujuan dan Sasaran
Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi
yang lebih unik dan idealistik. Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek
(satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Jember adalah sejalan dengan sasaran yang hendak
dicapai oleh Pemerintah Daerah yaitu:
“Mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan perbaikan iklim
ketenagakerjaan melalui penciptaan perluasan kerja yang layak, peningkatan
kualitas dan kompetensi tenagakerja, terjaminnya kesejahteraan, perlindungan
dan kemandirian tenagakerja serta mobilitas penduduk yang terarah terpadu dan
dinamis.”
Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau
bulanan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Jember adalah:
1. Peningkatan kualitas masyarakat pencari kerja;
2. Perwujudan industrial peace masyarakat industri;
3. Peningkatan kualitas serta pelaksanaan persebaran penduduk masyarakat
pra sejahtera.
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3.6 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas dan fungsi tiap-tiap unit kerja sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kebupaten Jember adalah

sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan urusan

kerumahtanggaan dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a.

=y

- o o o

Pengelolan urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan dan
keprotokolan serta kehumasan.

Pengelolaan administrasi perlengkapan kantor.

Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai.

Penyusunan program evaluasi dan pelaporan.

Penyusunan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan
semua unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

Sekretariat terdiri dari:

a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan dan

kepegawaian dan tugas lain yangdiberikan oleh Sekretariat.

Adapun fungsi dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

1. Pengelolaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata
usaha kearsipan.

2. Pengurusan  administrasi  perjalanan  dinas,  tugas-tugas
keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor.

4. Penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan, pemanfaatan dan

perawatan peralatan serta perlengkapan kantor.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

47

Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian.

5
6. Penyusunan formasi pegawai dan perencanaan pegawai.
7. Pengelolaan administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai.
8. Pengurusan kesejahteraan pegawai.

b. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyusun program
rencana kegiatan serta lapoan evaluasi kegiatan di bidang tenaga kerja
dan transmigrasi dari tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat.
Adapun fungsi dari Sub Bagian Perencanaan meliputi:

1. Pemahaman peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk perencanaan.

2. Penyusunan rencana evaluasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.

3. Penghimpunan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan
rencana dan program.

4. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi data
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

5. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian.

c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat.

Adapun fungsi dari Sub Bagian Keuangan meliputi:
1. Penghimpunan data dan penyiapan bahan dalam rangka
penyusunan anggaran keuangan.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan
pembayaran gaji pegawai.
3. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan
keuangan.
2. Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja mempunyai tugas
memberikan bimbingan, pengurusan pelatihan, pemagangan dan
produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja serta perluasan kerja

dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pelatihan dan Penempatan

Kerja mempunyai fungsi:

a.
b.

C.

Pelaksaan pembinaan pelatihan tenaga kerja.

Pelaksanaan penyuluhan produktifitas tenaga kerja.

Pelaksanaan pembinaan instruktur lembaga pelatihan, program
pelatihan, akreditasi dan srtifikasi.

Pelaksanaan pembinaan penyaluran tenaga kerja.

Pelaksanaan pembinaan penempatan tenaga kerja.

Pelaksanaan pembinaan perluasan tenaga kerja.

Pemrosesan perijinan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga

kerja.

Bidang pelatihan dan penempatan Kerja terdiri dari:

a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, mempunyai tugas

melaksanakan pelatinan dan produktifitas kerja dan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja.

Adapun fungsi dari Seksi Pelatihan dan Produktifitas Kerja meliputi:

1. Penyiapan bahan pembinaan instruktur dan lembaga pelatihan.

2. Penyiapan bahan pembinaan serta melaksanakan program
pelatihan.

3. Penyiapan bahan perijinan pelatihan yang meliputi standardisasi,
penyusunan program, uji ketrampilan dan sertifikasiserta
akreditasi.

4. Penyiapan bahan pembinaan pemagangan tenaga kerja.

5. Penyiapan bahan penyuluhan produktifitas tenaga kerja.

Seksi Penempatan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan pemberian

informasi penempatan kerja dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja.

Adapun fungsi dari Seksi Penempatan Kerja meliputi:

1. Peniapan bahan dalam rangka pemberian IPK (Informasi Pasar

Kerja) dan bursa kerja.
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Pemberian bimbingan dan penyuluhan tentang dunia kerja dan
jabatan yang dibutuhkan.

Penyiapan bahan pembinaan penempatan tenaga kerja, baik
melalui mekanisme AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja
Antar Daerah) maupun AKAN (Antar Kerja Antar Negara).
Penyiapan bahan perpanjangan ijin TKWNAP (Tenaga Kerja
Warga Negara Asing Pendatang).

c. Seksi Perluasan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan dan

menyiapkan penempatan kerja dan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja.

Adapun fungsi dari Seksi Perluasan Kerja meliputi:

1.

6.

Penyiapan bahan untuk menangani program dan Kkegiatan
penempatan tenaga kerja pada sektor informal (diluar hubungan
kerja).

Penyiapan bahan pembinaan kegiatan penerapan teknologi tepat
guna.

Penyiapan bahan program penciptaan WUB (Wira Usaha Baru)
untuk masyarakatumum dan eks-TKI.

Penyiapan bahan program kegiatan TKMT (Tenaga Kerja Mandiri
Terdidik) untuk lulusan SLTA sampai D3.

Penyiapan bahan program kegiatan TKPMP (Tenaga Kerja
Pemuda Mandiri Profesional) untuk lulusan sarjana.

Penyiapan bahan pembinaan kegiatan Padat Karya Produktif.

3. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan Norma

Kerja, Norma Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), Norma K3

(Keselamatan dan Kesehatan Kerja), HI (Hubungan Industrial), Kesja

(Kesejahteraan dan Syarat-syarat Kerja), Penyelesaian PHI (Perselisihan

Hubungan Industrial) maupun PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Untuk  melaksanakan  tugas dimaksud, Bidang Pengawasan

Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial mempunyai fungsi:

a.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja umum, khusus
dan norma Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma K3 (Keselamatan dan
Kesehatan Kerja).

Pemrosesan perijinan bidang pengawasan ketenagakerjaan.
Pelaksanaan pembinaan HI (Hubungan Industrial).

Penyiapan berkas dalam rangka penyelesaian PHI (Perselisihan
Hubungan Industrial) maupun PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),
Pemogokan, dan lock out (Penutupan Perusahaan).

Pemrosesan perijinan bidang HI (Hubungan Industrial) dan Syaker
(Syarat-syarat Kerja).

Penyiapan bahan pembinaan Kesja (Kesejahteraan dan Syarat-syarat

Kerja).

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial terdiri dari:

a. Seksi Norma Kerja dan K3, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan norma Kkerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan

Hubungan Industrial.

Adapun fungsi dan Seksi Norma Kerja dan K3 meliputi:

1. Pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan,
pengawasan norma kerja dan K3.

2. Penyiapan kelembagaan pembinaan K3 di perusahaan.

3. Penyiapan bahan perijinan dari melaksanakan kerjasama dengan
lembaga inspeksi jasa pemeriksaan dan audit K3.

4. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam
rangka penegakan hukum bidang ketenagakerjaan.

5. Penyiapan bahan perijinan bidang norma kerja umum dan khusus.
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b. Seksi Hubungan Industrial dan PHI, PHK mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan Hubungan Industrial dan PHI, PHK dan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan

Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.

Adapun fungsi dan Seksi Hubungan Industrial dan PHI, PHK meliputi:

1.

Pelaksanaan penyiapan bahan/materi dalam rangka pembinaan
hubungan industrial di dalam perusahaan melalui lembaga
kerjasama bipartite.

Pelaksanaan penyiapan bahan/materi dalam rangka pembinaan
hubungan industrial di dalam perusahaan melalui lembaga
kerjasama tripartite.

Pendeteksian ~ secara  dini  perusahaan rawan masalah
ketenagakerjaan melalui Tim Deteksi Dini.

Pelaksanaan penyiapan bahan/materi dalam rangka penyelesaian
PHI (Perselisihan Hubungan Industrial).

Pelaksanaan penyiapan bahan/materi dalam rangka penyelesaian
PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Pelaksanaan penyiapan bahan/materi dalam rangka penyelesaian
mogok Kkerja, unjuk rasa ketenagakerjaan dan lock out (penutupan
perusahaan) serta gejolak sosial akibat konflik di bidang
ketenagakerjaan.

Penyiapan bahan perijinan Hubungan Industrial dan PHI/PHK
yang meliputi: perusahaan Bipartite, Tripartit, Fasilitas Kerja,
PHI/PHK, Serikat Pekerja, PKWT (Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu), PKB (Perjanjian Kerja Bersama) serta PP (Peraturan
Perusahaan).

Seksi Kesejahteraan dan Syarat-syarat Kerja, mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan kesejahteraan pekerja serta syarat-syarat

kerja dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan

Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

52

Adapun fungsi dari Seksi Kesejahteraan dan Syarat-syarat Kerja

meliputi:

1. Pelaksanaan penyiapan bahan/materi dalam rangka pembinaan
kesejahteraan pekerja.

2. Pelaksanaan penyiapan bahan/materi dalam rangka pembinaan

syarat-syarat kerja.

4. Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksakan pengerahan dan

penyiapan calon transmigran serta pemindahan transmigran dan kerjasama

dengan dinas instansi terkait, baik dalammaupun luar daerah dan tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Transmigrasi mempunyai

fungsi:

a. Penyusunan program dan kegiatan transmigrasi.

b. Pemberian motivasi terhadap ~masyarakat untuk  berminat
melaksanakan transmigrasi melalui kegiatan publikasi, penyuluhan dan
sarana lain.

c. Koordinasi dengan dinas/instansi terkait baik ditingkat pemerintah
daerah/kabupaten, provinsi maupun pusat.

d. Penyiapan Catrans (Calon Transmigran) dengan pengetahuan dan
keterampilan tertentu.

e. Pelaksanaan pemindahan Catrans (Calon Transmigran).

f. Pelaksanaan kerjasama antar daerah di bidang transmigrasi dengan
instansi terkait di daerah penerima transmigran.

g. Pemberian pembekalan dan pemberdayaan masyarakat Catrans (Calon
Transmigran).

h. Pemrosesan perijinan di bidang transmigrasi.

Bidang Transmigrasi terdiri dari:

a. Seksi Pengerahan dan Penyiapan, mempunyai tugas melaksanakan

upaya pengerahan dan penyiapan calon transmigran dan tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi.
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Adapun fungsi dari Seksi Pengerahan dan Penyiapan meliputi:

1.

Pelaksanaan penyiapan data sebagai bahan perencanaan program
transmigrasi.

Pelaksanaan upaya pengerahan partisipasi masyarakat sebagai
calon transmigran melalui media penyuluhan, publikasi dan sarana
lain.

Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigran.

Pelaksaan upaya pemantapan kepada calon transmigran selama
menunggu pemberangkatan.

Pelaksanaan identifikasi dan pemberian legitimasi kepada calon
transmigran.

Penyiapan bahan perijinan bagi calon transmigran yang akan
diberangkatkan.

Pelaksanaan bimbingan mental spiritual kepada calon transmigran

serta pelatihan-pelatihan ketrampilan.

. Seksi Pemindahan dan Kerjasama, mempunyai tugas melaksanakan

pemindahan calon transmigran dan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Transmigrasi.

Adapun fungsi dari Seksi Pemindahan dan Kerjasama meliputi:

1.
2.

Penyiapan bahan dalam rangka pemindahan calon transmigran.
Koordinasi dengan daerah penerima transmigran maupun dengan
dinas/instansi terkait.

Pelaksanaan persiapan kerjasama dengan instansi terkait dari
daerah asal pengirim dan aderah penerima calon transmigran.
Pelaksanaan kegiatan pengangkutan calon transmigran calon
transmigran dari aderah asal sampai asrama transito.

Pelaksanaan pelayanan penampungan calon transmigran di asrama
transito.

Pelaksanaan urusan pemberian pembekalan dan perawatan
kesehatan kepada calon transmigran.

Pelaksanaan pengawalan perjalanan calon transmigran.
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c. Seksi Pembekalan dan Pemberdayaan, mempunyai tugas
melaksanakan pembekalan dan pemberdayaan calon transmigran dan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi.

Adapun fungsi dari Seksi Pembekalan dan Pemberdayaan meliputi:

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembekalan dan pemberdayaan
masyarakat calon transmigran.

2. Pelaksanaan identifikasi potensi dan prospek daerah calon
transmigran.

3. Koordinasi dengan dinas/instansi terkait program pembekalan dan
pemberdayaan masyarakat calon transmigran.

4. Pelaksanaan pembekalan masyarakat calon transmigran melalui
kegiatan pelatihan ketrampilan.

5. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat calon transmigran melalui
kegiatan  pelatihan dan  pemberian  bantuaan peralatan
kewirausahaan.

6. Pelaksanaan urusan pemberian perbekalan kepada calon
transmigran yang akan diberangkatkan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Kelompok
Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bertugas melaksanakan sebagian
tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang
ketenagakerjaan dan transmigrasi yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu)
kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan
berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi dari UPTD meliputi:

1. Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan
dinas.

2. Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas.
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3. Pengelolaan, pelaksanaan, pengadaan, pengumpulan, pengolahan,
penyiapan, perawatan dan penyajian srana dan prasarana.
4. Pelaksanaan pemeliharaan/perwatan, pembinaan, pengamanan dan

peningkatan pelayanan.

3.7 Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi
Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan
komprohensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk
merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Strategi Dinas
Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Jember adalah:
1. Meningkatkan kemampuan professional SDM aparatur agar mampu
memberikan pelayanan yang optimal.
2. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat.
3. Menciptakan koordinasi dengan dinas-dinas terkait agar tercapai target
yang telah ditetapkan.

Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-
pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah
ataupun masyarakat, agar tercipta kelancaran dan keterpaduan dalam upaya
mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu
rencana strategi akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan
yang ditetapkan.

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Jember adalah:

1. Meningkatkan kualitas tenaga trampil dan produktif yang mampu
menciptakan, memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja dan
berusaha;

2. Mewujudkan terciptanya hubungan industrial, perlindungan dan jaminan

sosial pekerja dalam rangka menciptakan ketenangan kerja dan berusaha;
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3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengendalian persebaran

penduduk melalui program transmigrasi regular.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember dan
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember.
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3.9 Pelayanan Publik di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Ruang lingkup pelayanan publik semua bentuk pelayanan yang berkaitan
dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
publik di Kabupaten Jember. Jenis-jenis pelayanan publik di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian telah dibuatkan standar pelaksanaan
pelayanan (SPP) yang disusun sebagai acuan atau pedoman kerja bagi aparatur
pembeli layanan guna memberikan layanan yang professional, efektif, dan
memuaskan. Sedangkan dari sisi masyarakat yang menerima layanan, dengan
adanya SPP ini diharapkan dapat memberikan pemhaman yang lebih baik
mengenai prosedur dan mekanisme yang harus ditaati dalam rangka menerima
layanan.

3.9.1 Jenis Pelayanan

Pelayanan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kepada
masyarakat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember adalah
sebagai berikut:

1. ljin Pendirian Lembaga Latihan Swasta

2. ljin Pelayanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAB)

3. ljin Pelayanan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

4. Rekomendasi Pembentukan Kantor Unit Pelayanan Penyuluhan dan

Pendaftaran CTKI (UP3CTKI)

5. Rekomendasi Pendirian Lembaga Penyelenggara Penempatan Swasta

Antar Kerja Antar Daerah (LPPS AKAD)

6. Rekomendasi ljin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
7. Pengesahan PPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

8. Pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartit

9. Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

10. Pengesahan Sertifikat Lembaga Latihan Swasta

11. Pengesahan peraturan Perusahaan (PP)

12. ljin Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
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Selanjutnya pelayanan berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi adalah
sebagai berikut:

1. Pendaftaran pencari kerja (Kartu Kuning/AK 1)

2. Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial/Pemutusan
Hubungan Kerja (PHI/PHK)
Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja
Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pendaftaran dan Pemberangkatan Calon Transmigran

o g~ w

Wajib Lapor Perusahaan

3.9.2 StandarPelaksanaan Pelayanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat
maka perlu ditetapkan Standar Pelaksanaan Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan
dan Ketransmigrasian Kabupaten Jember.

Tujuan dari penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Jember adalah:

1. Terlaksananya peningkatan pelayanan bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian bagi masyarakat dengan baik dan benar.

2. Terlaksananya pelayanan yang bermutu yang dilakukan oleh aparatur
pemerintah, dalam hal ini pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Jember bagi masyarakat.

3. Mendorong pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan atau
kegiatan minimal yang harus dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat
khususnya pelayanan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tidak

terabaikan.
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3.10 Profil Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Jember Kekuatan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008
tanggal 20 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Kabupaten Jember maka organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Jember didukung oleh unit-unit kerja sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan

c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi:

a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

b. Seksi Penempatan Kerja

c. Seksi Perluasan Kerja

4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial,
membawahi:

a. Seksi Norma Kerja dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

b. Seksi Hubungan Industrial dan PHI (Perselisihan Hubungan

Industrial), PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

c. Seksi Kesejahteraan dan Syarat-syarat Kerja

5. Bidang Tranmigrasi membawahi:

a. Seksi Pengerahan dan Penyiapan

b. Seksi Pemindahan dan Kerjasama

c. Seksi Pembekalan dan Pemberdayaan

6. Kelompok Jabatan fungsional

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
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BAB4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Deskripsi Praktek Kerja Nyata

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Dinas

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimulai tanggal 8 Agustus s/d 8 September

2016. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata itu pelaksanaannya dilakukan dengan

cara terjun langsung dalam kegiatan kantor sehari-hari sesuai dengan judul

utamanya pada Prosedur Akuntansi penggajian pegawai Tetap Pada Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kab. Jember, Selain itu juga ikut serta melaksanakan dan

mengikuti jalannya aktifitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten jember. Adapun kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek

Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

1.

Mengikuti Kegiatan rutin Senam dan Bersepeda yang dilakukan oleh
seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada setiap Hari
Jum’at pagi

Mempelajari Prosedur akuntansi penggajian pegawai tetap.

Mempelajari Formulir yang Digunakan Dalam Proses Penggajian pegawai
tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember.
Memahami kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata di Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember.

Membantu menghitumg penggajian Pegawai tetap di Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Jember

Membantu Mewakili Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten
Jember untuk mengikuti Lomba-Lomba 17 AGUSTUS 2016 yang
diselenggarakan oleh Pemda Kab.Jember di Alun-Alun kota Jember Dan
Di Gedung Serba Guna GOR salah satunya lomba Carnafal, Tarik

tambang,eanggrang,dorong bamboe
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4.2 Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai Tetap pada Dinas Tenaga Kerja

1)

2)

3)

dan Transmigrasi Kabupaten Jember

Penggajian yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Jember sangat baik dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan
olen pemerintah. Besarnya gaji pokok pegawai telah ditentukan oleh
pemerintah, sesuai dengan peraturan presiden yang berlaku.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai prosedur (aliran Kas)
Akuntansi penggajian pegawai tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Jember.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Membuat Model DK yang berisikan keterangan keterangan pegawai. Di
dalam Model DK ini berisikan identitas pegawai, golongan dan Kartu
Keluarga.
Bendahara Penerimaan
Bendahara penerimaan membuat daftar gaji berdasarkan Model DK.
Besarnya gaji yang diterima pegawai telah ditentukan pemerintah
berdasarkan pangkat, golongan, dan jabatannya. Setelah daftar gaji dibuat
kemudian dilakukan pemeriksaan oleh bagian Seketaris Dinas. Lalu daftar
gaji ditandatangani oleh Seketaris Dinas kemudian diserahkan:
a. Lembar ke 1 untuk Badan Pengelolah Keuangan Aset sesuai
tanggal
b. Lembar ke 2 untuk arsip Seketaris Dinas sesuai tanggal
c. Lembar ke 3 untuk diarsip Bendahar Pengeluaran sesuai tanggal
Badan Pengelolah Keuangan Aset
Bendahara Umum Daerah menerima daftar gaji dari Bendahara
Penerimaan. Setelah itu BPKA (Badan Pengelolah Keuangan Aset) dalam
rangka manajemen kas menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana) dengan
mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan
kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD (Dokumen Pelaksaan Anggaran —
Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan anggaran kas. SPD dibuat sebanyak tiga

lembar :
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a. Lembar ke 1 diterima oleh bendahara pengeluaran
b. Lembar ke 2 diterima oleh Badan Pengawas Kabupaten

c. Lembar ke 3 sebagai arsip BPKA sesuai tanggal

4) Bendahara pengeluaran
Bendahara pengeluran menerima SPD dan Daftar Gaji dari Badan

Pengelolah Keuangan Aset dan Bendahara Penerimaan. Bendahara
pengeluaran mengajukan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung)
pembayaran gaji kapada dinas.
Bendahara pengeluaran mencatat SPP-LS yang diajukan dibuat sebanyak
rangkap 3 lembar, dengan distribusi sebagai berikut:

a. Lembar ke 1 untuk Seketaris Dinas

b. Lembar ke 2 untuk kuasa BPKA

c. Lembar ke 3 sebagai arsip bendahara pengeluaran sesuai tanggal

4) Seketaris Dinas

menerima SPP-LS pembayaran Gaji yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran, setelah itu Seketaris Dinas mencatat SPP-LS. Seketaris Dinas
meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS, jika kelengkapan dokumen SPP-LS
dinyatakan lengkap dan sah, Seketaris Dinas menerbitkan SPM-LS untuk
ditandatangani. Seketaris mencatat penerbitan SPM-LS ke dalam penerbitan
SPM, penerbitan SPM-LS 3 lembar yang terdiri dari :

a. Lembar 1,2 dikirim ke kuasa BPKA

b. Lembar 3 sebagai arsip Seketaris Dinas

5) Badan Pengelolah Keuangan Aset

BPKA menerima SPP dan SPM vyang selanjutnya akan diperiksa dan
dicatat, sertamembubuhkan paraf. Jika kelengkapan dokumen SPM-LS
dinyatakan lengkap dan sah, kuasa BPKA menyiapkan SP2D untuk diterbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
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Kuasa BPKA mencatat penerbitan SP2D kedalam register penerbitan SP2D.
Penerbitan SP2D terdiri atas 4 lembar yang terdiri atas:

a. Lembar 1 diterima atau dikirim ke Bank

b. Lembar 2 diterima atau dikirim ke Bendahara pengeluaran

c. Lembar 3 dan 4 sebagai arsip BPKA sesuai dengan tanggal.

6) Bendahara Pengeluaran (Kantor)

Bendahara pengeluaran mencatat SP2D yang diterima dari BPKA.
Bandahara Pengeluaran memeriksa SP2D. Berdasarkan SP2D yang diterima,
bank mencairkan dana. Bank membayar atau mentransfer uang ke rekening
bendahara penerimaan untuk mendistribusikan kepada penerima gaji.

Bendahara penerimaan menerima bukti pencairan dana dan mencatat
transfer atau penerimaan kas ke dalam buku kas umum disisi penerimaan.
Bukti pencairan dana akan diarsip oleh bendahara pengeluaran sesuai tanggal.

Bendahara penerimaan menyerahkan uang ke bagian bendahara
pengeluaran untuk dibayarkan kepada penerima gaji. Bendahara Pengeluaran
memasukkan uang gaji ke dalam amplop gaji masing masing pegawai sesuai
dengan jumlah yang tercantum dalam daftar tunjangan kepada pegawai serta
meminta tandatangan pegawai. Berikut ini gambar flowcart Prosedur
Akuntansi Penggajian Pegawai Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Jember :
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Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mulai

Membuat
Model DK

| 2
Model DK 1

Ket :

DK  : Dokumen Kepegawaian

Gambar 4.1 : Flowchart Pembuatan Model DK
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember 2017
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Bendahara Penerimaan Seketaris Dinas

Model DK
membuat
daftar gaji

Tanda tangan

Daftar Gaji
3

2

\jﬂ——
2

w

S z
Daftar gaji 1 | | |

Daftar

Gaji sudah T
ditandatangani

Ket:

DK : Dokumen Kepegawaian

Gambar 4.2 : Flowchart pengajuan gaji dan Daftar Gaji

Sumber  : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember 2017
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Badan Pengelolah Keuangan Aset

Daftar 1
gaji

menerbitkan
SPD
3
2
SPD 1

Tanda tangan
SPD

Daftar Gaji 1

Bendahara Pengeluaran

I
Daftar Gaji 2

Memeriksa SPP

TTD SPP

—

5] U

SPD : Surat Pencairan Dana

SPP  : Surat Perintah Pembayaran

Gambar 4.3 : Flowchart Penerbitan SPD dan Pengajuan SPP

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember 2017
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Seketaris Dinas Badan Pengelolah Keuangan Aset
0
sPP 2
SPP 1 | 2 [
SPM 1

Menerbitkan
SPM Mencatat SPM

Membubuhkan Paraf

Menerbitkan
SP2D

Mencatat SPM

Menerbitkan SPM

SP2D 1

)
Ket : u

SPP : Surat Perintah Pembayaran

SPM :Surat Perintah Membayar

SP2D  :Surat Perintah Pencairan Dana

Gambar 4.4 : Flowchart Penerbitan SPM dan SP2D
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember 2017
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Bank Bendahara Pengeluaran
SP2D 1 SP2D 2

Memeriksa

SP2D

Memeriksa
SP2D

SP2D telah 1
Divalidasi

SP2D telah
divalidasi

1

Pencairan
Dana

Mentransfer
uang ke rek.
Bendahara

Bukti
Pencairan 1
Dana

Ket :
SP2D  :Surat Perintah Pencairan Dana

Gambar 4.5 : Flowchart Pencariran dana oleh Bank dan Pemeriksaan SP2D

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember 2017
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Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

Bukti pencairan 1
dana

Bukti pencairan 1
dana

Menerima Menerima
uang uang
|

Buku kas Memasukkan gaji

umum Pada amplop gaji
Membayar Pegawai
Menyerahkan uang Dengan Amplop Gaji

ke pemegang kas

BUKTI 1
Pencairan Dana

/

Meminta Tanda
tangan pegawai di
Daftar Gaji

Bukti 1
Pencairan dana

Daftar Gaji 1

[ Selesai ]

Gambar 4.6 : Flow Chart Pencairan Gaji dan Pembayaran Gaji

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember 2017
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4.3 Formulir yang Digunakan Dalam Proses Penggajian Pegawai Tetap pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember.

4.3.1 Formulir Perincian Penggajian Pegawai

Formulir Perincian Penggajian pegawai atau disebut juga dengan Struk gaji
adalah sebagai bukti bahwa pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Jember telah meneima imbalan jasa yaitu gaji yang diberikan oleh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember setiap bulannya.
Dokumen yang dibutuhkan dalam membuat daftar gaji yaitu Model DK

Berikut ini contoh Formulir Perincian Pembayaran Gaji Pegawai (struk gaji)
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Gambar 4.7 : Formulir Perincian Pembayaran Gaji Pegawai
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember
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Keterangan dan pengisian dari Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Negeri :

1. Kolom1

2. Kolom 2
3. Kolom 3

Keterangan :

. Berisi nomor urut pegawai mulai dari golongan yang paling

tinggi sampai golongan yang paling rendah.

. Berisi Nama, Tanggal Lahir, NIP, Status pegawai dan golongan.
. Berisi status kawin dan jumlah anak.

- Jika kawin ditulis K1, jika tidak kawin ditulis TK.

4. Kolom 4
5. Kolom 6

6. Kolom 7

7. Kolom 9
8. Kolom 11

9. Kolom 12
10 Kolom 14
11.Kolom 15
12.Kolom 16 :

Berisi Gaji pokok dan tunjangan keluarga, istri/suami, anak.

. Berisi Tunjangan struktural pegawai sesuai dengan pangkat dan

golongan pegawai. Tunjangan yang diperoleh oleh Pegawai
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan daftar

tunjangan struktural.

. Berisi tunjangan beras, setiap pegawai mempunyai tunjangan

beras sebesar 10 kg, tiap jiwa di dalam di beri jatah 10 kg, max

3 jiwa.

. Berisi jumlah penghasilan kotor pegawai.
. Berisi potongan dari penghasilan kotor pegawai, yaitu iuran

wajib pegawai yaitu sebesar 10% dari gaji pokok.

. Berisi potongan pajak pegawai sesuai dengan PPh21
. Berisi jumlah potongan yamg diterima oleh pegawai.
: Berisi jumlah penghasilan bersih yang diterima pegawai.

Berisi tanda tangan yang harus diisi oleh pegawai pada saat

mengambil gaji.
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4.3.2 Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS)

SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung
kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak atau surat perintah kerja lainnya
dan pembayaran tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu

pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

4.3.3 Surat Perintah Membayar (SPM)

Setelah SPP diserahkan maka akan menerima Surat Perintah Membayar
(SPM) dari Badan Pengelolah Keuangan Aset. SPM ini digunakan untuk proses
pencairan dana sehingga Bendahara Pengeluaran bisa mencairkan dana lewat

Bank Jatim.

4.3.4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini adalah proses untuk pencairan
dana gaji pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dibuat oleh Bagian
Pengelolah Keuangan Aset. Surat Perintah Pencairan Dana yang tersisa untuk
pembayaran gaji pegawai.

SP2D merupakan dokumen tunggal yang dikeluarkan oleh Bendahara
Pengelolah Keuangan Aset untuk pengesahan atau perintah pencairan dana gaji

untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Jember.

4.4 Kegiatan Yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata

Kegiatan yang dilaksanakan selama Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai
dengan judul laporan dan tujuan dari pelaksanaan selama Praktek Kerja Nyata itu
sendiri yaitu mengetahui dan memahami bagaimana Prosedur Akuntansi
Penggajian Pegawai Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Jember dan untuk memperoleh pengalaman praktis mengenai penggajian pegawai.

Selama Praktek Kerja Nyata pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Jember dimulai dari tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8

september 2016. Sedangkan praktek setiap harinya dimulai hari Senin sampai
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dengan hari jum’at sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Dinas.

Penulis melaksanakan kegiatannya dan aktivitasnya seperti yang dilaksanakan

oleh pegawai dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Jember, kegiatan tersebut harus sesuai dengan saran dan petunjuk dari pegawai

yang membimbing hingga terselesaikan Praktek Kerja Nyata. Kegiatan yang

dilaksanakan berkaitan dengan prosedur Akuntansi Penggajian pegawai anatara

lain.

1. Membantu menghitung penghasilan gaji bruto pada daftar gaji pegawai tetap

pada dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember.

Dalam menghitung penghasilan gaji bruto pegawai hal yang perlu dilakukan

terlebih dahulu menghitung tunjangan yang diperoleh pegawai. Langkah awal

dalam menghitung tunjangan ialah melihat Model DK pegawai terlebih dahulu,

di mana Mode DK tersebut berisi tentang identitas pegawai yang didalamnya

terdapat KK ( Kartu Keluarga), golongan pegawai, jabatan, NIP dan lain-lain.

Tunjangan-tunjangan tersebut antara lain:

1.
2.

Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
Tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok, dalam hal
kedua-duanya (suami-istri) pegawai negeri tunjangan keluarga
(istri/suami/anak) dibayarkan kepada pegawai negeri yang gaji
pokoknya lebih tinggi.

Tunjangan jabatan diberikan menurut ketentuan yang berlaku.
Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil besarnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Tunjangan-tunjangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Tunjangan beras besarnya ditentukan sesuai dengan Keputusan. Pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember besar
tunjungan beras ialah sebesar 10 kg per jiwa dan maximal 3 jiwa yang
terhitung di dalam keluarga. Jadi misal harga beras saat ini Rp
6.500,00/kg dan jumlah jiwa di dalam keluarga sebanyak 3 jiwa, jadi
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tunjangan beras besarnya 30 kg dikalikan Rp 6.500,00 jadi besarnya
Rp 195.000,00

2. Membantu membagikan atau menyerahkan gaji pegawai tetap pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember.
Dalam membagikan gaji yang di terima pegawai, tahap yang pertama yang
harus dilakukan adalah menempel slip gaji pada gaji pegawai tetap Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember pada amplop gaji yang telah
disiapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember.
Setelah itu menyiapkan lembaran rekap gaji atau daftar gaji pegawai tetap
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Jember. Susunlah amplop gaji
yang telah disertai oleh slip gaji yang menempel pada amplop gaji sesuai
nomor urutan pegawai yang telah di tentukan di daftar gaji agar lebih mudah
dalam membagikan gaji tersebut dan juga lebih mudah dalam mencari amplop
gaji tersebut. Pegawai yang akan mengambil gaji harus membawa identitas
pegawai, setelah identitas pegawai telah diketahui, langkah selanjutnya adalah
mencari nama pegawai di lembar daftar gaji. Setelah ditemukan carilah amplop
gaji yang telah diurutkan, carilah berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan
di daftar gaji agar lebih mudah. Setelah amplog gaji di temukan cocokkan
kembali jumlah gaji bersih di daftar gaji dengan slip gaji yang berada di
amplop gaji. Setelah sesuai berikan amplop gaji ke pegawai yang mengambil
gaji agar menghitung kembali uang yang berada di dalam amplop gaji. Apabila
uang tersebut sesuai dengan jumlah yang berada di daftar gaji, pegawai wajib

tanda tangan di rekap gaji, sebagai bukti telah menerima gaji.
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BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi dan pada bab-bab sebelumnya mengenai Prosedur

Akuntansi penggajian Pegawai Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kabupaten Jember,Maka kesimpulan yang diperoleh adalah :

1.

Penggajian yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Jember sangat baik dan mengikuti prosedur yang sudah
ditentukan oleh pemerintah.besarnya gaji pokok pegawai telah ditentukan
oleh pemerintah,sesuai dengan peraturan presiden yang berlaku.

Formulir Perincian Penggajian pegawai atau disebut juga dengan Struk
gaji adalah sebagai bukti bahwa pegawai Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Jember telah meneima imbalan jasa yaitu gaji
yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Jember setiap bulannya. Dokumen yang dibutuhkan dalam membuat daftar
gaji yaitu Model DK

SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak atau surat
perintah Kkerja lainnya dan pembayaran tunjangan dengan jumlah,
penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh PPTK.

Setelah SPP diserahkan maka akan menerima Surat Perintah Membayar
(SPM) dari Badan Pengelolah Keuangan Aset. SPM ini digunakan untuk
proses pencairan dana sehingga Bendahara Pengeluaran bisa mencairkan
dana lewat Bank Jatim.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini adalah proses untuk pencairan
dana gaji pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dibuat oleh
Bagian Pengelolah Keuangan Aset. Surat Perintah Pencairan Dana yang

tersisa untuk pembayaran gaji pegawai.

77
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6. SP2D merupakan dokumen tunggal yang dikeluarkan oleh Bendahara
Pengelolah Keuangan Aset untuk pengesahan atau perintah pencairan dana

gaji untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Jember.
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Lampiran 1 : Daftar Gaji Pegawai
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Lampiran 2 : Surat Perintah Pencairan Dana Gaji Pegawai
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Surat Perintah Membayar

Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
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|

No. SPM : 00036/SPM-LS/1.14.01.01/2015

“ahun Anggaran : 2015
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Jama Bank
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Bank Jatim
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Lampiran 5 : Pengantar Surat Perintah Membayar

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TENAGA KERIA DAN TRANSMIGRASI
JI. Kartini No. 02 Telp. (0331) 486177
VBB RS

(b

P

Kepada

Nomor <900/ /421/2014 Yth. Benttahara Umum Daerah /
Sifat . Penting / segera Kuasa Bendahara Umum
Lampiran @ 1 (satu) berkas 1 Kabupaten Jember

Perihal . Pengantar Surat Perintah Me di

JEMBER

Dengan memperhatikan PERATURAN BUPAT! Nomor : 60 tangga! 18 Desember 2014
ientaﬁg Penjabaran-APBD-Tahun 2014 -bersama-ini- kami mengajukan -Surat- Perintah Membayar
(SPM) LS Nomor : 0036/SPM-LS/1 14.01.01/2015 Tanggal 14 April 2015 sebesar Rp.8.000.000,00
(terbilang Delapan juta rupiah) o

besarta dokumen-dokumen pendukungnya sebagatinana leriampir,
Adapun kelengkapan dokumen-dokumen terselut arntara lain :

SPM LS;

e

4 A RE

- WEEEL.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutiak SPM LS yang ditandatangani oleh

Pengguna Anggaran;

Lampiran Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan SPP untuk Penerbitan SPM L3

yang ditandatangani gleh PPK — SKPD;
Bukti transaksi / poﬁdukung SPM LS yang sah dan lengkap lainnya.

Selanjutnya kami mohon- untuk -dapatnya: - dilerbitkan Sural Perintah Pencairan Dan
(sPz2D) '

Demikian urtuk menjadikan periksa clar

«an lenma Kasih

Jember, 14 April 2015
|
i

PENGGUNAANGGARAN

DINAS TENAd:

P DAN TRANSMIGRAS]

s SRATTTPAGERN JEMBYY

L

VALARIADI NS

e
tima Muda
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Lampiran 6 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-SPM LS

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TENAGA IKERJA DAN TRANSMIGRASI
JI. Kartini No. 02 Telp. (0331) 486177
JEMBER

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK - SPM LS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Drs. H. AKHMAD HARIADL. MSi
NIP 19561213 197803 1 007
Jabatan PENGGUNA ANGGARAN DINAS TENAGA KtRJA DAN TRANSMIGRASI

Sehubungan deng‘an Suratrlrjerint‘ah Membayar (SPM LS) Nomor : 0036/ SPM-LS /1.14.01.01/
2014 tanggal 14 April 2015 yang kami ajukan sebesar Rp. 8.000.000.00 (terbilang Delapan Juta
Rupiah ) :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa !

1 Jumiah tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan guna membiayal kegiatan yang kami
laksanakan sesuai dengan DPA — SKPD

2 Jumlah tersebut diatas pehitungan dan’ penetapan besarannya adaleh benar dan kami

pergunakan uptuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku
harus dilakukan dengan menggunakan pembayaran LS

% Jumlah tersebut diatas kami permngguhgj:1w:ib‘K‘an sestiai dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan yang berlaku, dan bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban
belanja atas beban pengeluaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ML_;H‘:]K ini dibuat. untuk melengkapi persyaratan
pengajuan SPM - LS

" : Jemher, 14 Maret 2015
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Lampiran 7 : Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Penerbitan SPM-LS

3
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JI. Kartini No. 02 Telp. (0331) 486177
PE B

- (4o 8] D RN E W N =

CURSIS

1 O000ooooonoo oo

= © ®» N0

1 0 00o0ooon

PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
UNTUK PENERBITAN SPM LS - Barang dan Jasa Pihak Ketiga.

1

Surat Pengantar SPP LS
Ringkasan SPP LS
Rincian SPP LS

Lembar Kontrol
Salinan SPD

Salinan DPA

2d|

Salinan surat rekomendasi dari SKPD tehnig terkait

pajak/wajib punguf .

_Lampiran SPP lainnya :

Surat Penunjukan Rekanan / Pihak Ketiga-

Surat Pesanan |

Surat Perjanjian  Kerjasama/Kontrak/SPK  yang  ditandatangan
PAKPA/PPK dengan Pihak ke 11l

SPMK yang ditandatangani antara PA/KPA/PPK dengan Pihak ke Il
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan )

Berita Acara Penerimaan Hasil P(-Ekerj-aan

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan

Surat Permohonan Pembayaran

Berita Acara Pembayaran, , . e

Berita Acara Persetujuan Pemhaynran Uang Muka

Rencana Penggunaan Uang Muka . 2

Kw

tansi Bermaterai

Nota Pembelian/Fakiur Pembelian ..

£

Sural Pernyataan Tanggung Jawab. Mutlak SPM untuk ditandatangani oleh
PA/KPA

aktur Pajak disertai SSP PPN, PPh vyang telah ditandatangani wajib

antara

Surat Jaminan Pelaksanaan vang dikeluarkan oleh bank atau lembaga

keuangan non bank

Surat Jaminan Uang Muka yang. dikeluarkan oleh bank atau lembaga

keuangan non bank
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Lampiran 8 : Surat Kelengkapan Dokumen SPP

Keterangan :
1. Kelengkapan Dckumen SPP dan Bukli - Bukti Pendukung SPP berupa

Pertanggungjawaban atas belanja tersebut di atas telah kami telili Kelengkapan
dan Keabsahannya. :

2. Dokumen tersebut disimpan pada SKPD kami sesuai ketentuan yang berlaku
sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kegialan dan untuk memenuhi
keperluan pemeriksaan.

Peneliti Kelenakapan dan Keabsahan Dokumen :

Tanggal 214 April 2015
Nama : Hidayat, S.So0s
NIP 119580902 198508 1 002
Jabatan . PPIC - Sl

Tanda Tangan :|
I’

f 1

Selanjutnya diterbitkan SPM unuik ditandatanqgani PA/KPA

Nomor - 00036/SPM-1.S/1.14.01.01/2C15
Tanggal : 14 April 2015 -

Sebesar : Rp.8.000.000,00

,[Lembar/-\sh PAIKPAIPPK - SKPD : : }
1%a\mani BUD /'Kuass BUD ‘
Salinan Il PPTK

Salinan Il Arsip Bendahara Pengeluaran

87


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 9 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Digital Repository Universitas Jember

RINTAH KABUPATEN JEMBER

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

dabmeymum Raarah

TRIA DAN TRANSMIGRASIS | Janaga ¢ 15 Apell 201

%/1.14.01.01/2015 { Dan
4.01.01/2015

i Marmor

fahun Amagaran @ 2015 «

ats Roheansg Homor 80310 70007 dang sehesar Rp. (1L.000,000,00 (terbiiing © Deiwon

siboubaikai o

i
R W S . e
I (Rahmadi fildayat) i >

1.339,9-626,0/0 f {
0031014972 | -

fank letim t

|

mbayaran Pengadaan Peralalan dan Mesin (Filling Besi} untuk Keglatan Penyedisan Peralaian dan |

tengkapan Kanto talun 2015 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl Kabupaten Jember |

IR rxg

URALAN

i P al Peralatan dan 4 ~ Prigaclsan Alat ﬁﬂflﬂpﬂ;l;i; i # '"?:DG'U'K-" i X
JUMLEH 8.000.000 .00
URALAN HIMLAH 3
i
5 il pebayaran SP20) 5 o i S 8 |
URALAN

Penghacilay f
Prink Pertamizahan Nisi (Fidd)

y Dibayarkan

firvimi 3,50 00600
0,00

B.000,000,00

’ Jember, 15 Rpril 201%
/"? ! ANG PERBENDAHARANN

i Lemba: & Bidang A
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Lampiran 10 : Surat Balasan Permohoan Tempat PKN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JI. Kartini No.2 Telp. (0331) 486 177
JEMBER

Jember, 1 Agnsms 2016

Kepada
Momor 030¢ 1 £ 742112016 Yith Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi
Sifat : Penting Liniversitas Jember
Lampiran -
Perihal : Permg! n Tempat PEN di -
JEMBER

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomer : T726/UN.25. 1. 4/PM/2015 tanggal
30 Desember 2015 perihal seperti pada pokok surat, dengan ini diberitahukan
bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa dari Program Studi D3 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Jember sehanyak 3 (tiga) orang untuk melakukan
Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupien
Jember mulai tanggal 08 Azustus 2016 sampai dengan 05 September 2016
Adapun nama — nama Mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

/
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Lampiran 11 : Nilai Hasil PKN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Y UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 — Kampus Bumi Tegal Boto, Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331- 337990 —Faximele 0331- 332150
Email : fe@unej.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

NILAI
NO INDIKATOR PENILAIAN ANGKA HURUF
1. | Kedisiplinan 21
2. | Ketertiban 85
3. | Prestasi Kerja 89
4. | Kesopanan 0
5. | Tanggung Jawab Ap
7
IDENTITAS MAHASISWA :
Nama : Yoga Hairul Ummam
NIM : 130803104047
Program Studi :D3 AKUNTANSI
IDENTITAS PEMBERI NILAI :
Nama :Emi Sri Winarni . . Ses
Jabatan : ub Bag Umom chn Kepegawaian
Institusi enaga Kerja don Iransmigrasi
Tanda Ta
Stempel L‘h

NO ANGKA KRITERIA
1 >80 Sangat Baik
2. 71-80 Baik

3. 61 - 70 Cukup Baik
4 59 - 60 Kurang Baik
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Lampiran 12 : Surat Balasan Permohonan Tempat PKN

91

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JI. Kartini No. 2 Telp. (0331) 486 177
JEMBER

Maomor
Sifat
Lamparan
Perihal

Jember, 1 Agustus 2016

Kepada ¢
D030 1A 42152016 Yith Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi
. Penting Universitas Jember
Permohonan Tempat FEMN di -
JEMBER

Menindaklanjuti Surat Saudara Momer : T726/UM.25.1.4/PM/201 5 tanggal
30 Desember 2005 perihal seperti pada pokok surat, dengan ini diberitahukan
bahwa kami bersedia mencrima Mahasiswa dari Program Studi D3 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Jember sehanvak 3 (tiga) orang untuk melakukan
Praktek Kerja Nyvata (PKM) di Dinas Tenaga Kega dan Transmigrasi Kabupten
Jember mulai tanggal 08 Azustus 2016 sampai dengan 05 September 2016
Adapun nama — nama Mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :

-

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih,

/
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Lampiran 13 : Persetujuan Penyusunan Laporan PKN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 — Kampus Bumi Tegal Boto, Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331- 337990 —Faximele 0331- 332150

Email : fe@unej.ac.id

PERSETUJUAN PENYIISUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Menerangkan bahwa :
Nama R (7h 2 S VNN o S U AV VLV VPN
NIM TR odeg oq o4
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER
Jurusan : AKUNTANSL
Program Studi : D3 - AKUNTANSI

disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :

Wt?\"o‘b“-"?ur’qw%hw?\waawv»h“?"ﬁ)wﬂ
Aoy [or~dAa-  porva S oo Mewrga Al

(Revisi)

Dosen pembimbing :

Nama NIP Tanda Tangan
MYAN purnawart € Ms \eglon \ngpoz2 (%)\)

Ak, A 200l

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku .... (........) bulan, mulai
tanggal :....ococveceeeeneeeaSi@iiiiiiiiiiienee.... Apabila sampai batas waktu yang telah
ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan perpanjangan selama 2 bulan, dan
apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata

kembali.
Jember . ............c...
Kaprodi. D3 -AKUNTANSI
7 i Bisnis UNEJ
Nining Ika Wahyuni,SE,M.Sc,Ak.
NIP. 19830624200604 2 001
CATATAN :

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :

1) Ketua Frogram Studli;

2) Dosen Pembimbing;

3) Petugas administrasi program studi Diploma lil (S0).
3. (" coret yang tidak sesuai
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Lampiran 14 : Kartu Konsultasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kali 37 — Kampus Bumi Tegal Boto, Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 033 |- 337990 —Faximele 0331-332150
Email : fe@uneij.ac.id

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama - eSS A A e L P P g

NIM : \Zo803L TGO

Program Studi : D3 - AKUNTANSI
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TMT_Persetujuan : s/d
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s/d
NO. | TGL. KONSULTASI MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN TANDA TANGAN PEMBIMBING
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Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan: i

Mengetahui, Q.2 I |'
K tudi Dosen Pgimbimbing {
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Nining Ika Wahyuni,SE,M.Sc,Ak MO A O L
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